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ABSTRAK

Bentuk  Pertanggungjawaban  Hukum Bagi Pelaku Pencemaran
lingkungan Hidup Yang Diakibatkan Oleh Dumping (Pembuangan) Limbah
Industri Tanpa lzin adalah dengan menggunakan : a) Dengan MC“BB.UFM'}
Sarana Administratif , Beberapa jenis sarana penegakkan hukum administrasi
adalah : a. Paksaan pemerintah atau tindakan paksa; b. Uang paksa; ¢. Penutupan
tempat usaha; d. Penghentian kegiatan mesin perusahaan; €. Pencabutan 1zin
melalui proses teguran, paksaan pemerintah, penutupan, dan f uang, b)Dengan
Menggunakan Sarana Hukum Pidana (Sanksi Pidana). Dalam hal ini sesual
dengan Pasal 104 jo Pasal 116 ayat ( 1) huruf b UU No. 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa Pasal 104 menjelaskan
setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/ atau bahan ke media
lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak
3.000,000.000,00 (tiga milliar) dan Pasal 116 menjelaskan apabila tindak pidana
lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha tuntutan
pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: badan usaha, dan orang yang
memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang
bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut; c). Dengan
Menggunakan Sarana Keperdataan (Sanksi Perdata). Terdapat kemungkinan
“beracara singkat” bagi pihak ketiga yang berkepentingan untuk menggugat
kepatuhan terhadap undang-undang dan permohonan agar terhadap larangan atau
keharusan dikaitkan dengan uang paksa. Penegakan hukum perdata ini dapat
berupa gugatan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan.
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PENUTUP
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Dari apa yang telah dijabarkan oleh penulis pada bih-bab scbelum

dapatlah disimpulkan oleh penulis sebagai berikut -

' bencemaran
| Bentuk Pertanggungjawaban Hukum pelaku Pence
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. ‘ “an
Lingkungan Hidup Yang Diakibatkan Oleh Dumping (Pembuangan)

ILimbah Industri Tanpa Izin adalah dengan menggunakan :
a. Dengan Menggunakan Sarana Administratif . Beberapa €S

sarana penegakkan hukum administrasi adalah @ a Paksaan

pemerintah atau tindakan paksa; b. Uang paksa; C. Penutupan

tempat usaha; d. Penghentian kegiatan mesin perusahaan; €.

Pencabutan izin melalui proses teguran, paksaan pemerintah,

penutupan, dan f. uang

Dengan Menggunakan Sarana Hukum Pidana (Sanksi Pidana).

Dalam hal ini sesuai dengan Pasal 104 jo Pasal 116 avat (1) huruf b
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup bahwa Pasal 104 menjelaskan setiap orang
yang melakukan dumping limbah dan/ atau bahan ke media
lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan
denda paling banyak 3.000.000.000.00 (tiga milliar) dan Pasal 116

menjelaskan apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan
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